Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2025 Tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai
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_ SETINGKAT :
1. | Penetapan Peraturan | Sebagai dasar penetapan | 1) Materi muatan atau | Materi substansi | Materi Tetah

Menteri Perhubungan Rencana Induk substansi dalam Peraturan | dalam Peraturan | substansi dilakukan
Nomor PM 3 Tahun 2025 . Pelabuhan Dumai melalui Menteri Perhubungan | Menteri  ini tidak | dalam proses
tentang Pencabutan | Keputusan Menter] Momor PM 3 Tahun 2025 | bertentangan Peraturan harmonisasi
Peraturan Menteri | Perhubungan. tidak bertentangan dengan | dengan  Peraturan | Menteri ini ~ oleh
Perhubungan Nomor KM Pancasila dan UUD 1845, yang setingkat. tidak . Kementerian
38 Tahun 2006 tentang 2) Materi muatan dalam bertentangan . Hukum serta
Rencana Induk Pelabuhan Feraturan Menteri dengan telah
Dumaj dikarenakan Perhubungan Nomor PM 3 Putusan disampaikan
Peraturan Menteri Tahun 2025 tidak Pengadilan. hasil ;

| Perhubungan Nomer KM bertentangan dengan UU pengharmoni- |
39 Tahun 2006 dimaksud Nomor 17 Tahun 2008 sasian melalui |
sudah tidak sesuai dengan tentang  Pelayaran dan surat  Nomer
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perkembangan hukum di
bidang rencana  induk
pelabuhan sehingga perlu
dicabut.
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3) Penyusunan Peraturan
Menteri Perhubungan

Nomor PM 3 Tahun 2025
telah sesuai dengan UU
Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.




